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DPR Terbuka Bahas RUU
Perampasan Aset

Pembahasan Rancangan Undang Undang Perampasan Aset dinilai tidak perlu
berbarengan dengan RUU Kitab Undang undang Hukum Acara Perdata.

JAKARTA, KOMPAS = Badan Ke-
dhlian DR menuntuskan pe-
nyusunan draf Rancangan Un-
dang-Undang atau RUU Pe-
rampasan Aset beserta naskah
akademik lan akan mema
parkannya kepada Komisi 111
DPR pada Kamis (15/1/2026),
Komisi 111 DPR | pem-
bahasan dilakukan secara ter-
buka serta melibatkan publik
agar subslansinya Udak menim-
bulkan persvalan di kemudian
hari.

Berdasarkan jadwal Komisi
[T DPH, BKD akan memapar
kan perkembangan penyusun-
an draf RUU Perampasan Aset
pada Kamis (15/1,/2026) pukul
10.00 WIB.

"BKD juga sudah menyiap-
kun drafnya, nanti naskah aka-
demis segala macam,” ujar ang-
gota Komisi [T DPR dari Fraksi
Yartal  Demokrasi  Indonesia
Perjuangan (PDI-1), Safarud-
din, saat ditemui di Kompleks
Parlemen, Jakarta, Rabu (14,/1).

RUL Perampasan Aset men-
Jadi usul iusiatif DPR setelah
diputuskan dalam rapat cva
luasi Program lLepislasi Nasi-
onal Frioritas 2025 pada per-
tengahan September 2025, Da-
lam Prolegnas Prioritas 2026,
RUU Atersebul kembali dima-
sukkan sebagal luncuran dan
program tahun 2025 Sebelum-
nya, RULT ini merapakan usul
inisiatif pemerintah dan peme
rintah telah menyiapkan deaf
serta naskah akademiknya

Safaruddin mengatakan,

RUU Perampasan Asel akan di-
buhus secura terbuka. Komisi
11 akan meminta masukan dari
herbagai pihak.

"0l iva, terbuka, terbuka Ju-
ga, kan, kami akan minta ma
sukan dari publik, dari akade
misi, dari herbagai kalanganlah
agar substansi RULLini tidak
bermasalah dan tidak tumpang
tindih dengan aturan lain,” kata
Saluruddin.

Anggota Komisi I DPR dari
Fraksi Partai Gerindra, Bob Ha-
san., menuturkan, setelah BKD
memaparkan hasil penyusunan
draf RULL Perampasan  Aset,
Komisi 111 akan melanjutkan-
nya dengan menggelar vapat de-
ngar pendapat (RPE)-bersama
akademisi dan masyurakal sipll
"Jaddi nanti tentunya duri Badan
Keahlian - akan memaparkan
draf-drafnya dan kemudian se-
lanjutnya akan  di-RDP-kan
terus,” kata Bob,

Bob  menuturkan.  seluruh
proses pembahasan akan dila-
kukan secarn terbuka. "Semua-
1y ya akan terbuka dan
pasti akan menerima masukan
publik,” ujarmya

Merespons harapan publik

Bob  mengatakan, rencana
pembahasan RUU Perampasan
Asel pada 2026 merupakan
respons atas harapan publik
vamg telah lama menunggu. " Tva
hetul, memang kami herencana
akan melakukan pembahasan
(RULT Perampasan Aset) dalam
tahun 2026 ini seperti itu ka-

reni, kan, KUHAP (Kitab Un-
dang-undany Hukum Acara I'i-
duni) sudih selesni,” kata Bub,

Pembahasan RUU - Peram-
pasan Aset, menurut BOB, akan
dibarengi dengan HULT Kitab
Endang-undang Hukum Acara
Perdata karena terdapat irisan
substansi terkait fset,

"Tentunya dihubungkan juga
dengan RUU Kitab Undang-un-
dang Hukum Acara Perdata. va,
Artinya, hukum acara perdata
Karena di sini ada terkait de-
ngan aset, makadiperlukan juga
satu pembalasan mengingat
ada irisan terkait dengan aset
tadi," ujar Bob,

Yakar tindak pidana pencu-
clan-tang-CITPPU), - Yenti Gar-
nusih,  menilal - pembahasan
RUL Perampasin Aset lidak
perlu dikaitkan: dengan Kitab
Undang-Undang Hukum
(KU Acara Perdata baru. Pe-
nuaitan tersebut justru berpo-
Lensi memperkambal proses le-

Jusi.

“Intinya tidak  tergantung
KUH Perdata haru. Bisa lama
itu Justru RULD Perampasan
Aset ini menjembatani ketika
belum ada KUI Perdata barun,”
kata Yenti saat dihubungi di
Jakarta, Rabu.

Yenti menyebul. sejak dral
Lumat RUU Perampasan Aset ta-
hun 2008 hingga draf terbaru,
substansinya tdak  meng-
gantungkan keberlakuan pada
adanya KUH Perdata haru. "Sa
ya curiga ini alasan untuk mem-
perlama, RUU yang lama mau-

pun vang sekarang tidak sangat
menggantungkan pada adanya
KUH Perdala baru. Yang di-
butuhkan tu UL assel reco

| T YA,
Menurut Yenti, RUL Peram
pasan Aset dibutuhkan untuk
membuka mekanisme gugatan
terhadap aset vang dicurigai
berasal dari kejuhatan, khusus-
nyit ketiki perkara pidana tidak
dapat disclesaikan.

"Yang dibutuhkan adalah ada
sidang gugatan ke pengadilan
umum untuk menggugat aset
yang dicurigai dan dengan bukti
yang cukup di Pengadilan Tin-
dak Pidana Korupsi atau Ti-
pikior - tetapi- kasus - tipikornya
macel karemd, antara lain, ter-
sunghary lari utau meninggal.”
Tt Yenti.

Menurut Yenti, tata cara per-
sidangan tersebut dapat diatur
langsung dalum KUU Peram-
pasan Asel dan lidak sulit di-
terapkan, "Untuk gelar tata cara
sidangnya hisa diatur di UU
asset recovery, Ini sama seperti
praperadilan atau gugatan Pasal
19 UL Tipikor. Perkara korupsi-
nya di Pengadilan Tipikor. tapi
gugatan Pasal 19-nya di peng-
adilan neger),” ujarnya.

Mekanisme gugatan

Yenti berharap, RUU Peram-
pasan Aset mengatur mekanis-
me gugatan peningkatan keka
yaan yang asil-usulnya ditenga
rai tidak sah dan mencurigakan
{illieit envichment),

RUU Perampasan Asel bukan
sekadar mengatur gugatan-gu-
gatan itu, melsinkan juga pe-
ngelolan dan pembagian aset
hasil kejahatan, "Asset recovery
tidak hanya soal gugatan dan
noncomviction hased, tapi juga
asset management  dan asset
sharing untuk kasus korupsi
vang berjalan, Ini tidak ada ka-
itannya dengan KUH Perdata,”
kata Yentl,

Menurut Yenti, kebutuhan
utama suat ini adalih peng-
aturan cksplisit mengenai pe
nyitaan aset tanpa putusan pi
dana atau non-comerction based
(NCR),

“Jadi, sebetulnya yang dibu-
tuhkan pasal tentang NCB, dan
ini tidak harus menunggu KUH
Perdata bar,” uwjar Yenli.

Terkait wacana perubahan is-
tilah pembuktian terbalik men-
jadi pembalikan beban pem-
buktian, Yenti menyebut hal itu
bukan konsep baru.

"Bukan diganti, itu lerjemsh-
an vang benar dari the shifting
Durden of proof. Selama ind kita
menyehut pembuktian terbalik,
padahal maksudnya  memang
pembalikan beban pembukti-
an,” katanya,

Ketentuan tersebut sebenar-
nya sidah ada dalam sejumlah
udung-undung. "I UL Tipikor
Pasal 37 dan seterusnya ada, i
UL TPPU Pasal 77 dan 78 juga
ada. Masalahnva,  ketentuan
ada, tetapi hakim M mene
raprkan,” ujar Yenti.

(BOW/RTG)
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